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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya TNI dan anggota Polri
yang menduduki dan merangkap jabatan ASN tertentu. Meluasnya jabatan yang
dapat diisi anggota TNI-Polri aktif ini menimbulkan problematik karena dari
aspek hukum, fenomena ini bertentangan dengan UU yang berlaku. Dari aspek
etik, fenomena ini menyebabkan pelanggaran etis khususnya “korupsi lunak”, dan
dari aspek profesionalisme, dapat menyebabkan menurunnya kinerja anggota
TNI-Polri aktif yang bersangkutan.

Rumusan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana kepastian hukum
pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu?. 2)
Bagaimana upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi konflik aturan
antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri dalam
konteks pengisian prajurit TNI dan anggota Polri dalam jabatan ASN tertentu?.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan
(library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer
UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI Pasal 47 ayat (1), dan UU Polri
Pasal 28 ayat (3) dan sekunder berupa teori-teori. Sedangkan analisis data melalui
teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Terjadi tumpang tindih peraturan
antara UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, UU TNI, dan UU Polri. Bahwa
pengisian jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit TNI/Polri supaya memiliki
keseimbangan dan kesetaraan dalam pengembangan karier, namun hal ini tidak
selaras dengan Undang-Undang TNI dan Polri yang menyatakan bahwa pengisian
jabatan ASN di luar TNI/Polri harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau
pensiun. Tumpang tindih peraturan ini tidak sesuai dengan teori kepastian hukum
karena adanya ketidakjelasan, menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut,
dan bersifat kontradiktif. 2) Upaya harmonisasi kebijakan untuk mengatasi potensi
konflik aturan yaitu dengan melakukan kajian secara baik dan mendalam dalam
proses pembentukan dan melakukan upaya keterkaitan satu dengan yang lain.
Selain itu pengisian jabatan oleh prajurit TNI atau anggota Polri, ditetapkan oleh
pejabat pembuat komitmen pada instansi yang bersangkutan dan bersifat resipokal
serta melalui seleksi yang ketat. Pengisian jabatan ASN oleh prajurit TNI atau
anggota Polri atau sebaliknya, harus disesuaikan dengan kompetensi dan talenta
yang dimiliki oleh orang tersebut. Selain itu harus melewati seleksi yang ketat dan
sistematis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan instansi terkait.
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This research is motivated by the large number of TNI and Polri
members who occupy and hold certain ASN positions. The expansion of positions
that can be filled by active TNI-Polri members is problematic because from a
legal aspect, this phenomenon is contrary to the applicable law. From an ethical
aspect, this phenomenon causes ethical violations, especially “soft corruption”,
and from a professionalism aspect, it can cause a decline in the performance of
the active TNI-Polri members concerned.

The formulation in this research is 1) What is the legal certainty for
filling TNI soldiers and Polri members in certain ASN positions referring to Law
Number 20 of 2023 concerning ASN, TNI Law Article 47 paragraph (1), and
Article 28 paragraph (3) of the National Police Law? 2) How are efforts to
harmonize policies to overcome potential regulatory conflicts between Law
Number 20 of 2023 concerning ASN, the TNI Law, and the Polri Law in the
context of filling TNI soldiers and Polri members in certain ASN positions?

The research used normative legal research methods with a normative
juridical approach. Data collection techniques through libraries (library
research). The data sources in this research are primary and secondary data
sources. Primary data sources are Law Number 20 of 2023 concerning ASN, TNI
Law Article 47 paragraph (1), and National Police Law Article 28 paragraph (3)
and secondary theories originating from legal literature, research results,
scientific articles, or websites. Meanwhile, data analysis uses qualitative analysis
techniques.

The research results show that 1) There is an overlap in regulations
between Law Number 20 of 2023 concerning ASN, the TNI Law, and the Polri
Law. That certain ASN positions can be filled by TNI/Polri soldiers in order to
have balance and equality in career development, but this is not in line with the
TNI and Polri Law which states that filling ASN positions outside the TNI/Polri
must first resign or pension. This overlapping of regulations is not in accordance
with the theory of legal certainty because it is unclear, gives rise to multiple
interpretations of the law, and is contradictory. 2) Efforts to harmonize policies to
overcome potential regulatory conflicts, namely by conducting proper and in-
depth studies in the formation process and making efforts to link them with each
other. Apart from that, the filling of positions by TNI soldiers or Polri members is
determined by the commitment-making official at the relevant agency and is
reciprocal (related) and goes through strict selection.
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